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PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN 
TERHADAP PELAKU PEDOFILIA DALAM HUKUM 

PIDANA INDONESIA

Oleh :
Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari1

Abstract
In criminal law there are a criminal act, criminal liability, and criminalization. 
Criminal liability consept in criminal law is a central concept be known mens 
rea. Mens rea concept based an act doesn’t not result in a person guilty unless 
the mind is bad. In Indonesian Criminal Code there regulates the negative form 
of criminal liability, contained in article 44. In article 44 Indonesian criminal 
code mentions that the mental disorder can be held accountable for criminal 
liability. Pedophilia is a sexual disorder that possessed by adults who get sexual 
gratification through physical contact with children. In criminal law pedophilia 
known as the crime of sexual abuse of minors. There is a vagueness of norms 
that occurs between article 44 Indonesian criminal code with a court decision 
regarding pedophilia. Court decision handed down on the accused in this 
case usually is imprisonment, whereas in the German state people who suffer 
from pedophilia in rehabilitation by the government. German Criminal Code 
has arranged the said provisions, this is because the government is aware of 
the psychological condition of a pedophile. A pedophile will not recover if the 
punishment given only in the form of imprisonment, without a destination for 
healing and repair perpetrators later, because criminal punishment should pay 
attention to the properties or the circumstances of the offender, so that it becomes 
appropriate punishment and provide benefits to the perpetrator. The research 
methods used in this paper is a normative legal research methods.

Keywords : Pedophilia, Sexual abuse, Criminal liability

Abstrak
D� dalam hukum p�dana terdapat perbuatan p�dana, pertanggungjawaban p�dana, 
serta pem�danaan. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum p�dana merupakan 
konsep sentral yang d�kenal dengan ajaran kesalahan (mens rea). Doktr�n 
mens rea d�landaskan pada suatu perbuatan t�dak mengak�batkan seseorang 
merasa bersalah kecual� j�ka p�k�ran orang �tu jahat. KUHP Indones�a mengatur 
mengena� bentuk negat�f dar� pertanggungjawaban p�dana, yang terdapat pada 
pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa orang yang sak�t j�wanya 
serta orang yang mengalam� cacat dalam pertumbuhannya t�dak dapat d�m�nta� 
pertanggungjawaban p�dana. Pedof�l�a merupakan suatu penyak�t gangguan 
preferens� seksual yang d�m�l�k� oleh orang dewasa yang mendapatkan kepuasan 
seksual melalu� kontak f�s�k dengan anak-anak. D� dalam hukum p�dana 
Indones�a pedof�l�a d�kenal sebaga� t�ndak p�dana pencabulan anak d�bawah 
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umur. Terdapat kekaburan norma yang terjad� antara Pasal 44 KUHP dengan 
putusan pengad�lan mengena� kasus �n�. Putusan yang d�jatuhkan pada terdakwa 
dalam kasus �n� b�asanya adalah hukuman penjara, sedangkan d� Negara Jerman 
orang yang meng�dap pedof�l�a d�rehab�l�tas� oleh Pemer�ntah. K�tab Undang-
Undang Hukum P�dana Jerman telah mengatur mengena� ketentuan tersebut, hal 
�n� d�karenakan Pemer�ntah sadar akan kond�s� kej�waan dar� seorang pedof�l�a. 
Seorang pedof�l�a t�dak akan sembuh j�ka hukuman yang d�ber�kan hanya berupa 
kurungan penjara, tanpa ada tujuan untuk penyembuhan dan perba�kan pelaku 
d� kemud�an har�, karena seharusnya penjatuhan p�dana memperhat�kan s�fat-
s�fat atau keadaan-keadaan pelaku seh�ngga pem�danaan �tu menjad� tepat dan 
member�kan manfaat bag� pelaku. Metode penel�t�an yang d�gunakan dalam 
tul�san �n� adalah metode penel�t�an hukum normat�f.

Keyword : Pedofilia, Kekerasan Sexual, Pertanggungjawaban Pidana

I. PENDAHULUAN
Hukum p�dana mem�l�k� 

komponen sentral d� dalamnya yang 
membedakan hukum p�dana dengan 
hukum la�nnya, ya�tu perbuatan p�dana, 
pertanggungjawaban p�dana, serta 
pem�danaan. Pengert�an perbuatan 
p�dana t�dak termasuk pengert�an 
pertanggungjawaban p�dana. Perbuatan 
p�dana hanya menunjuk kepada 
d�larang dan d�ancamnya perbuatan 
dengan suatu ancaman p�dana. Apakah 
orang yang melakukan perbuatan 
yang d�larang kemud�an d�jatuh� 
p�dana tergantung kepada apakah 
dalam melakukan perbuatan �tu orang 
tersebut mem�l�k� kesalahan.2 Apab�la 
�a mem�l�k� kesalahan, maka �a dapat 
d�m�nta� pertanggungjawaban p�dana.

Hukum p�dana member�kan 
konsep pertanggungjawaban sebaga� 
konsep sentral yang d�kenal dengan 
ajaran kesalahan (mens rea). Doktr�n 
mens rea d�landaskan pada suatu 
perbuatan t�dak mengak�batkan 

2  Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, 
Cetakan VIII, Jakarta,R�neka C�pta, hlm. 165. 

seseorang merasa bersalah kecual� j�ka 
p�k�ran orang �tu jahat. Berdasarkan 
asas tersebut, terdapat dua syarat 
yang harus d�penuh� untuk dapat d� 
p�dananya seseorang, ya�tu adanya 
perbuatan lah�r�ah yang terlarang atau 
perbuatan p�dana (actus reus), dan 
s�kap bat�n jahat atau tercela (mens 
rea).3

Pertanggungjawaban p�dana 
dalam hukum p�dana mengenal dua jen�s 
kesalahan, ya�tu kesalahan normat�f 
dan kesalahan ps�kolog�s. Berka�tan 
dengan hal �n�, K�tab Undang-Undang 
Hukum P�dana (KUHP) d� dalam Pasal 
44 mengatur mengena� bentuk negat�f 
dar� kemampuan bertanggungjawab 
seseorang. Dalam perkembangan 
�lmu pengetahuan saat �n�, banyak 
unsur yang dapat menjad� aspek 
pert�mbangan d� dalam menentukan 
kemampuan bertanggungjawab 
seseorang. Salah satunya adalah faktor 
ps�kolog�s seseorang. Kasus-kasus 

3  Hanaf�, 1999, Reformas� S�stem 
Pertanggungjawaban P�dana, Vol. 6, Jurnal 
Hukum, hlm. 27.
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kejahatan yang saat �n� rama� terjad� 
bukan lag� kasus-kasus konvens�onal 
sepert� dulu. Ilmu pengetahuan serta 
teknolog� yang berkembang pesat saat 
�n� menuntut set�ap orang harus panda� 
dalam mengklas�f�kas�kan suatu kasus 
yang terjad�.

Salah satu hal yang patut untuk 
d�perhat�kan akh�r-akh�r �n� adalah 
tentang gangguan preferens� seksual 
merupakan salah satu kasus yang 
sedang menjad� sorotan d� dalam 
hukum p�dana. Orang yang meng�dap 
gangguan preferens� seksual t�dak 
hanya mengalam� per�laku yang 
abnormal, tetap� juga mengalam� 
kela�nan dalam or�entas� seksual. 
Pender�ta yang meng�dap gangguan 
preferens� seksual sangat mungk�n 
akan melakukan t�ndakan-t�ndakan 
yang melanggar hukum, dan hal �n� 
akan men�mbulkan keresahan d� dalam 
masyarakat. 

Pedof�l�a adalah suatu penyak�t 
gangguan preferens� seksual yang 
d�m�l�k� oleh orang dewasa yang 
mendapatkan kepuasan seksual melalu� 
kontak f�s�k dengan anak-anak. Anak-
anak yang menjad� objek dar� seorang 
yang meng�dap pedof�l�a b�asanya 
adalah anak-anak prapubertas dan 
yang t�dak mem�l�k� hubungan darah 
dengannya.  Orang yang meng�dap 
pedof�l�a b�asanya t�dak melakukan 
kekerasan d� dalam t�ndak p�dana 
asus�la yang �a lakukan dengan anak d� 
bawah umur. Akan tetap� t�dak menutup 
kemungk�nan seorang pedof�l�a akan 
melakukan t�ndak p�dana la�n sepert� 

pengancaman, kekerasan, bahkan 
sampa� dengan pembunuhan untuk 
mendapatkan kepuasan seksual yang 
berka�tan dengan gangguan preferens� 
seksual yang �a m�l�k�. Karena beberapa 
orang yang meng�dap pedof�l�a 
mencar� pasangan t�dak beg�tu saja 
menurut�nya atau dengan melanggar 
hak orang la�n, maka gangguan �n� 
ser�ng mem�l�k� konsekuens� hukum.4

Hukum p�dana mengenal 
pedof�l�a sebaga� t�ndak p�dana 
pencabulan anak d� bawah umur. 
Hukum p�dana Indones�a mel�hat 
orang yang meng�dap pedof�l�a 
adalah sebaga� layaknya orang 
normal yang mem�l�k� kemampuan 
bertanggungjawab pada t�ndak p�dana 
yang �a lakukan, seh�ngga dalam set�ap 
putusan mengena� kasus pedof�l�a para 
pelakunya d�jatuh� p�dana penjara. 
Sementara �tu dalam �lmu kedokteran 
j�wa pedof�l�a merupakan suatu 
penyak�t kej�waan d�mana pender�tanya 
mengalam� gangguan preferens� 
seksual dengan objek seksual yang 
t�dak wajar ya�tu anak-anak d�bawah 
umur. Seh�ngga j�ka d�ka�tkan dengan 
alasan pemaaf terka�t dengan Pasal 
44 KUHP yang menyebutkan bahwa 
orang yang mengalam� gangguan 
j�wa, atau cacat j�wanya t�dak dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatan 
p�dana yang d�lakukannya. 

Kesenjangan yang terjad� antara 
KUHP dengan fakta yang terjad� saat 

4  Gerald C. Dav�son, John M. Neale, dan Ann 
M. Kr�ng, 2010, Psikologi Abnormal, Ed�s� 
Ke-9, Cetakan Ke-2, Jakarta, Rajawal� Pers, 
hlm. 623.
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�n�, men�mbulkan adanya kekaburan 
norma d�mana t�dak terdapat penjelasan 
leb�h r�nc� mengena� apa yang 
d�maksud d� dalam Pasal 44 KUHP 
berka�tan dengan orang yang sak�t 
j�wanya serta orang yang mengalam� 
cacat dalam pertumbuhannya. T�dak 
terdapat penjelasan past� tentang 
keadaan-keadaan sepert� apa yang 
dapat d�kual�f�kas�kan dalam Pasal 44 
KUHP, seh�ngga d�perlukan penafs�ran 
leb�h lanjut mengena� konsep yang 
terkandung dalam Pasal 44 KUHP 
�n�. Kekaburan norma �n� kemud�an 
berdampak pada has�l putusan-putusan 
yang d�jatuhkan oleh hak�m berka�tan 
dengan kasus pedof�l�a. Beberapa 
putusan mengena� kasus pedof�l�a 
d� Indones�a set�ap pelaku pedof�l�a 
selalu d�p�dana, sesua� ketentuan Pasal 
290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, dan 
Pasal 293 ayat (1) KUHP jo Pasal 82 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perl�ndungan Anak. 

Fokus kaj�an dalam tul�san �n� 
membahas permasalahan sebaga� 
ber�kut :
1. Baga�mana pertanggungjawaban 

p�dana seseorang yang meng�dap 
pedof�l�a dalam hukum p�dana 
Indones�a?

2. Baga�mana pem�danaan bag� 
seseorang yang meng�dap 
pedof�l�a d� Indones�a?
Or�s�nal�tas jurnal �lm�ah 

merupakan hal yang pent�ng, karena 
dar� penjabaran beberapa jurnal yang 
telah d�terb�tkan sebelumnya dengan 
permasalahan yang sama, akan terl�hat 

perband�ngan tul�san yang k�ta tul�s, 
sebaga� �nd�cator or�s�nal�tas karya 
tul�san �lm�ah yang k�ta tul�s. Ber�kut 
adalah beberapa jurnal �lm�ah terka�t 
mengena� pedof�l�a.

Gede Arya Suputra, Kaj�an 
Teor�t�s Terhadap T�ndak P�dana 
Pedof�l�a d� Indones�a, Kes�mpulan : (1) 
Bahwa t�ndak p�dana pedof�l�a secara 
ekspl�s�t t�dak d�atur dalam hukum 
Indones�a tetap� hal �n� bukan berart� 
para hak�m hanya memb�arkan para 
pelaku tersebut d�karenakan adanya 
asas legal�tas serta adanya Pasal dem� 
Pasal yang mas�h berkenaan dengan 
pedof�l sesua� dengan pengert�an 
pedof�l �tu send�r�. Sepert� makna 
dar� pedof�l send�r� ya�tu melakukan 
pelecehan seksual terhadap anak 
d�bawah umur, dan anak �tu send�r� 
d�l�ndung� dar� t�ndakan eksplo�tas� 
seksual maka hal tersebut sama halnya 
dengan yang terdapat dalam Pasal 82 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 ya�tu :“, Setiap orang-orang yang 
dengan sengaja melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak 
untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukannya perbuatan cabul, 
dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan paling singkat 3 (tiga) tahun 
dengan denda paling banyak Rp. 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 
dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 
(enam puluh juta rupiah)”. (2) Bahwa 
dalam mem�n�mal�s�r terjad�nya 
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pertambahan korban terhadap t�ndak 
p�dana �n� perlu d�lakukan suatu rev�s� 
dan tambahan-tambahan Pasal dengan 
ura�an yang jelas terhadap t�ndak 
p�dana pedof�l�a dan hukuman yang 
leb�h berat agar tercapa�nya tujuan dar� 
hukuman tersebut ya�tu menc�ptakan 
efek jerah dan b�la mana t�dak b�sa 
mengak�batkan efek jerah, sepatutnya 
d� tambahkan suatu hukuman sepert� 
hukuman pengrehab�l�tas�an yang 
khusus bag� para pelaku maupun 
korban.

Agne N�a Dara, Anal�s�s Putusan 
Pengad�lan Neger� S�ngaraja Bal� 
Nomor 292/ P�d.Sus/2012/Pn.Sgr. 
Terka�t Perl�ndungan Bag� Anak 
Korban T�ndak P�dana Pedof�l�a D� 
Indones�a, Kes�mpulan : 
(1)  Perl�ndungan bag� anak korban 

T�ndak P�dana Pedof�l�a dalam 
Proses Perad�lan P�dana d� 
Putusan Pengad�lan Neger� 
S�ngaraja Bal� Nomor 292/
P�d.Sus/2012/PN.SGR adalah 
sebaga� ber�kut: 

 a. Pada Tahap Peny�d�kan 
	 •	 Pol�s� dan Lembaga 

Swadaya Masyarakat 
melakukan penjemputan 
anak korban guna 
kepent�ngan peny�d�kan.

	 •	 Anak Korban d�per�ksa 
d� Un�t Perl�ndungan 
Perempuan dan Anak.

	 •	 Peny�d�kan d�lakukan oleh 
Pol�s� Wan�ta. 

	 •	 Pada tahap peny�d�kan anak 
korban d�damp�ng� oleh 
Orang tua. 

	 •	 D�damp�ng� oleh Kom�s� 
Perl�ndungan Anak dan 
Perempuan. 

	 •	 D�damp�ng� oleh Lembaga 
Swadaya Masyarakat. 

 b. Pada tahap Pers�dangan 
	 •	 Anak Saks� t�dak 

d�sumpah. 
	 •	 Pender�taan yang d�alam� 

oleh anak korban adalah 
sebaga� dasar yang 
memberatkan bag� 
pert�mbangan hak�m. 

	 •	 Majel�s Hak�m 
Menjatuhkan Saks� P�dana 
Penjara terhadap Terdakwa 
T�ndak P�dana Pedof�l�a 
karena terbukt� melakukan 
t�ndak p�dana sebaga�mana 
d�atur dan d�ancam p�dana 
dalam Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perl�ndungan 
Anak. 

(2)  Perl�ndungan Anak Korban 
T�ndak P�dana Pedof�l�a pada 
Putusan Pengad�lan Neger� 
S�ngaraja Bal� Nomor 292/ P�d.
Sus/2012/PN.SGR. Menurut 
Harapan Undang-Undang No. 35 
Tahun 2014 tentang Perubahan 
Undang-Undang No 23 Tahun 
2002 tentang Perl�ndungan Anak 
yakn�: 

 a. Edukas� tentang Kesehatan 
Reproduks�, N�la� Agama 
dan N�la� kesus�laan. Karena 
Putusan hukum yang dahulu 
belum terdapat Undang-
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Undang yang mewaj�bkan 
maka formulas� yang 
d�sesua�kan.

 b. Rehab�l�tas� Sos�al. T�dak 
terdapat putusan hak�m 
yang member�kan upaya 
rehab�l�tas� seh�ngga 
Rehab�l�tas� Sos�al t�dak 
terpenuh�. 

 c. Pendamp�ngan Ps�kosos�al 
Pada Saat Pengobatan 
Sampa� Pemul�han, karena 
Putusan hukum yang dahulu 
belum terdapat Undang-
Undang yang mewaj�bkan 
maka formulas� yang 
d�sesua�kan. 

 d. Pember�an Perl�ndungan 
dan Pendamp�ngan pada 
Set�ap T�ngkat Pemer�ksaan 
Mula� dar� Peny�d�kan, 
Penuntutan, Sampa� 
Dengan Pemer�ksaan 
d� S�dang Pengad�lan. 
Seluruh saks� melakukan 
pencabutan keterangan 
Ber�ta Acara Pemer�ksaan. 
Maka jelas bahwa saks� 
korban t�dak mendapatkan 
jam�nan perl�ndungan bag� 
ba�k f�s�k, mental, maupun 
sos�al.

Jun�ta B. Mokale, Pedof�l�a 
Sebaga� Salah Satu Bentuk Kejahatan 
Kekerasan Seksual Terhadap Anak, 
Kes�mpulan : (1) Pedof�l�a merupakan 
akt�v�tas per�laku peny�mpangan 
dengan menggunakan pencabulan anak 
untuk memperoleh kepuasan seksual 

atau mengekspres�kan kepent�ngan 
seksualnya. Penegakan hukum p�dana 
untuk menanggulang� pedof�l�a sebaga� 
per�laku yang meny�mpang harus terus 
d�lakukan karena pedof�l�a merupakan 
ancaman yang nyata terhadap norma-
norma sos�al yang dapat men�mbulkan 
ketegangan �nd�v�dual maupun 
ketegangan-ketegangan sos�al. 
Pedof�l�a merupakan ancaman r��l 
atau potens�al bag� berlangsungnya 
ketert�ban sos�al. Upaya hukum p�dana 
dalam menanggulang� kejahatan 
pedof�l�a mas�h menggunakan KUHP 
sebaga� dasar untuk melakukan 
pem�danaan terhadap pelaku/pembuat 
walaupun Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 tentang Perl�ndungan 
Anak telah d�terb�tkan. Hal �n� 
d�karenakan peraturan perundang-
undangan tersebut t�dak membuat 
peraturan atau ketentuan yang bers�fat 
khusus atau meny�mpang dar� KUHP. 
(2) Keb�jakan formulas� hukum p�dana 
dalam menanggulang� kejahatan 
pedof�l�a d� masa yang akan datang 
sudah termuat secara khusus pada 
Buku II sub bab tentang Perkosaan 
dan Perbuatan Cabul Pasal 489 sampa� 
dengan Pasal 498 Konsep KUHP. 

Tujuan dar� penel�t�an �n� adalah 
untuk mengetahu� baga�mana hukum 
p�dana Indones�a dalam member�kan 
kual�f�kas� pertanggungjawaban p�dana 
terhadap seorang yang meng�dap 
pedof�l�a, dan untuk mengetahu� 
bentuk pem�danaan sepert� apa yang 
d�jatuhkan kepada seorang yang 
meng�dap pedof�l�a. Serta tujuan apa 
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yang �ng�n d�capa� oleh hukum p�dana 
Indones�a dengan p�dana yang telah 
d�jatuhkan kepada pelaku pedof�l�a.

II. METODE PENELITIAN
Jen�s penel�t�an yang d�gunakan 

dalam tul�san �n� adalah penel�t�an 
hukum normat�f. Penel�t�an hukum 
normat�f membahas doktr�n-doktr�n 
atau asas-asas dalam �lmu hukum. 
Tekn�k pengumpulan bahan hukum 
yang d�pergunakan adalah dengan 
menggunakan s�stem kartu. Yang 
d�maksud dengan s�stem kartu 
adalah setelah mendapat semua 
bahan yang d�perlukan, kemud�an 
d�buat catatan mengena� hal-hal yang 
d�anggap pent�ng bag� penel�t�an yang 
d�lakukan.5

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pertanggungjawaban Pidana 

Pelaku Pedofilia di Indonesia
Pedof�l�a adalah gangguan 

preferens� seksual d�mana orang 
dewasa mendapatkan kepuasan 
seksual melalu� kontak f�s�k dengan 
anak-anak prapubertas atau bahkan 
anak-anak pasca pubertas yang t�dak 
mem�l�k� hubungan darah dengan 
mereka. Gangguan kej�waan �n� ser�ng 
sekal� berujung pada suatu kejahatan 
atau t�ndak p�dana, d�mana sangat 
mungk�n bag� pender�ta pedof�l�a 
untuk melakukan t�ndak p�dana yang 
berka�tan dengan penyak�t kej�waan 
yang �a der�ta. T�ndak p�dana yang 
5  Soerjono Soekanto dan Sr� Mamudj�, 2007, 

Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT Raja 
Graf�ndo Persada, hlm. 52.

terka�t dengan orang yang meng�dap 
pedof�l�a d� Indones�a d�kategor�kan 
sebaga� t�ndak p�dana asus�la 
(pencabulan terhadap anak d� bawah 
umur).

Ajaran kesalahan menyebutkan 
terdapat dua jen�s teor� kesalahan, 
ya�tu teor� kesalahan normat�f dan 
teor� kesalahan ps�kolog�s. Dalam 
prakt�k teor� kesalahan yang leb�h 
ser�ng d�gunakan adalah teor� 
kesalahan normat�f, karena teor� �n� 
leb�h mudah d�jelaskan, dan mem�l�k� 
kepast�an d�band�ngkan teor� kesalahan 
ps�kolog�s karena teor� kesalahan 
ps�kolog�s berka�tan dengan ps�kolog�s 
atau keadaan bat�n seseorang dengan 
perbuatan yang �a lakukan. D�ka�tkan 
dengan pertanggungjawaban p�dana, 
menurut teor� kesalahan normat�f 
terdapat t�ga hal dasar dalam 
menentukan kesalahan, ya�tu:
1. Dapat d�cela

Dapat d�cela d� s�n� terdapat dua 
art� d�mana art� yang pertama adalah 
dapat d�pertanggungjawabkan dalam 
hukum p�dana, dan art� yang kedua 
adalah dapat d�jatuh� p�dana. Dalam 
menentukan kesalahan art� yang 
pertama yang d�pergunakan, karena 
kata ‘dapat’ d� s�n� menunjukkan bahwa 
celaan atau pertanggungjawaban �tu 
h�lang j�ka pembuat mem�l�k� alasan 
penghapus kesalahan.

Alasan penghapus kesalahan 
merupakan alasan-alasan yang dapat 
membuat d�r� s� pembuat t�dak dapat 
bertanggungjawab secara keseluruhan 
atau dapat bertanggungjawab untuk 
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sebag�an atas perbuatan p�dana yang 
�a lakukan. Alasan-alasan �n� ada yang 
terdapat d� dalam d�r� pembuat atau 
d� luar d�r� pembuat. Sebag�an besar 
KUHP d� dun�a termasuk d� Indones�a 
hanya menyebutkan bentuk negat�f 
dar� pertanggungjawaban p�dana. 

T�dak d�sebutkan leb�h jauh 
mengena� keadaan-keadaan sepert� apa 
orang t�dak mampu bertanggungjawab 
untuk keseluruhan, maupun untuk 
sebag�an. Sesungguhnya hal �n� 
pent�ng karena pertanggungjawaban 
p�dana terka�t dengan pem�danaan 
seseorang. Dalam Pasal 44 KUHP 
d�atur mengena� bentuk negat�f 
dar� pertanggungjawaban p�dana, 
yang mana dalam buny� Pasal 
44 menyebutkan bahwa orang 
yang melakukan suatu perbuatan 
p�dana karena cacat j�wanya dalam 
pertumbuhan atau terganggu karena 
penyak�t t�dak d�p�dana. Penjelasan 
leb�h lanjut mengena� buny� Pasal 
�n� t�dak d�sebutkan. Maka t�dak ada 
pandangan serta konsep yang jelas 
apa yang d�maksud dengan cacat 
j�wanya, dan keadaan-keadaan sepert� 
apa yang dapat d�kategor�kan sebaga� 
cacat j�wanya atau terganggu karena 
penyak�t. 
2. D�l�hat dar� seg� masyarakat

Unsur �n� bert�t�k tolak terhadap 
subjek hukum manus�a, pengert�an 
kesalahan yang normat�f berpangkal 
tolak pada pen�la�an hukum terhadap 
ps�kolog�s pembuat. Aspek yang 
pent�ng dalam unsur �n� adalah 
pen�la�an normat�f terhadap ps�kolog�s 

pembuat, ket�ka melakukan t�ndak 
p�dana. Pen�la�an terhadap norma–
norma hukum p�dana �n� d�tujukan 
atas perbuatan, pembuat dan hubungan 
antara keduanya.

Ura�an kasus d�atas apab�la d�l�hat 
dar� sudut pandang �lmu ps�k�atr�, 
pencabulan terhadap anak d�bawah 
umur merupakan suatu penyak�t 
ps�kolog�s abnormal. Peny�mpangan 
fantas� seksual yang t�dak wajar 
yang d�m�l�k� oleh s� pender�ta, yang 
mana j�ka ketertar�kannya kepada 
anak-anak maka peny�mpangan �n� 
d�sebut pedof�l�a. Sedangkan dalam 
hukum p�dana t�dak mengenal �st�lah 
pedof�l�a, �st�lah yang d�pergunakan 
adalah pencabulan terhadap anak 
d�bawah umur. D�l�hat dar� sudut 
pembuat, perbuatan dan hubungan 
antara keduanya terdapat suatu pola, 
ya�tu pembuat dalam hal �n� adalah para 
terdakwa, merupakan orang dewasa 
yang melakukan persetubuhan atau 
pencabulan terhadap anak d�bawah 
umur. 

Pembuat d� s�n� melakukan 
perbuatan terhadap korban. Kemud�an 
perbuatan, perbuatan p�dana yang 
d�lakukan oleh para terdakwa 
merupakan suatu kejahatan yang sudah 
d�atur secara normat�f oleh hukum 
p�dana. Hubungan antara keduanya 
d� s�n� leb�h banyak d�pusatkan 
pada keadaan bat�n pembuat dan 
t�ndak p�dana yang d�lakukannya. 
Pada set�ap kasus mas�ng-mas�ng 
terdakwa mem�l�k� cara berbeda 
dalam melakukan perbuatannya, tetap� 
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keadaan bat�n para terdakwa pada saat 
melakukan t�ndak p�dana pencabulan 
tersebut adalah salah. Dalam art� 
terdakwa telah merencanakan terleb�h 
dahulu untuk mencabul� korbannya, 
melakukan usaha-usaha sepert� t�pu 
musl�hat, kebohongan, paksaan atau 
ancaman terhadap korban sebelum 
melakukan perbuatan cabul. Sepert� 
yang telah d�ura�kan d�atas dalam 
doktr�n mens rea d�landaskan pada 
perbuatan t�dak mengak�batkan orang 
�tu bersalah kecual� p�k�ran orang 
�tu jahat. Dalam p�k�ran terdakwa 
sudah ada n�at jahat untuk melakukan 
pencabulan, maka dengan dem�k�an 
terjad�lah serangka�an perbuatan-
perbuatan yang menjad� langkah 
awal dalam t�ndak p�dana pencabulan 
tersebut.
3. Dapat berbuat la�n

Yang d�maksud dalam 
pengert�an �n� adalah selalu ada 
kesempatan bag� pembuat untuk 
mengh�ndar� terjad�nya perbuatan 
p�dana, dalam art� yang sebenarnya 
pembuat dapat berbuat la�n j�ka t�dak 
�ng�n melakukan perbuatan p�dana. Int� 
pengert�an kesalahan dalam pen�la�an 
hukum p�dana terletak pada bahwa 
pembuat dapat berbuat la�n, ket�adaan 
la�n sela�n pembuat melakukan t�ndak 
p�dana menyebabkan pembuat dapat 
d�lepaskan dar� keadaan bersalah.

D�l�hat dar� sudut ps�kolog�s para 
terdakwa dalam kasus d�atas mem�l�k� 
nalar yang sehat, serta dapat berp�k�r 
dengan ba�k. Dengan dem�k�an 
seharusnya pembuat dapat berbuat 

hal la�n j�ka �a t�dak meng�ng�nkan 
t�ndak p�dana pencabulan �tu terjad�. 
La�n halnya j�ka seorang pedof�l�a 
mengalam� kegagalan untuk menolak 
hasrat seksual yang datang padanya 
t�ba-t�ba yang pada akh�rnya 
membuat �a melakukan t�ndak p�dana 
pencabulan, sepert� halnya orang 
dengan kleptoman�a. Orang dengan 
kleptoman�a melakukan t�ndak p�dana 
pencur�an karena sebelumnya �a 
telah gagal untuk menolak rekuen 
�mpuls yang datang padanya untuk 
mengamb�l barang-barang m�l�k 
orang la�n. Padahal barang-barang 
tersebut mampu �a bel� send�r� dan 
t�dak mem�l�k� n�la� ekonom� bag�nya, 
karena seorang dengan kleptoman�a 
t�dak dapat berbuat la�n maka, ket�ka 
�a melakukan t�ndak p�dana pencur�an, 
�a d�bebaskan dar� keadaan bersalah, 
dengan syarat pada saat �a melakukan 
t�ndak p�dana �tu �a terleb�h dahulu telah 
gagal dalam menolak rekuen �mpuls 
yang datang secara t�ba-t�ba padanya, 
pencur�an �tu bukan d�rencanakan, dan 
barang-barang yang d�cur� t�dak boleh 
mem�l�k� n�la� ekonom�s maupun 
kemanfaatan.

Mesk�pun dem�k�an hukum 
p�dana harus mel�hat bahwa terdapat 
faktor yang melatarbelakang� terjad�nya 
perbuatan cabul yang d�lakukan 
terhadap anak d�bawah umur tersebut. 
Hukum p�dana melupakan bahwa orang 
yang melakukan suatu t�ndak p�dana 
pencabulan terhadap anak d�bawah 
umur adalah merupakan orang dengan 
kela�nan or�entas� seksual. Gangguan 
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preferens� seksual �n� sudah termasuk 
kedalam ranah d�s�pl�n �lmu la�n, yang 
mana d�perlukan pertolongan pada 
saks� ahl� d� b�dang �n�. Pertolongan 
saks� ahl� d� s�n� adalah untuk 
member�kan pendapat serta saran yang 
jelas mengena� kesehatan ps�kolog�s 
terdakwa karena mem�l�k� or�entas� 
seksual meny�mpang, ya�tu pada anak-
anak. Serta apakah ada hubungannya 
gangguan preferens� seksual yang 
ada pada terdakwa dengan perbuatan 
p�dana yang �a lakukan terhadap 
anak d�bawah umur. Untuk dapat 
member�kan pendapat serta saran, 
saks� ahl� harus d�ber�kan kesempatan 
untuk memer�ksa terdakwa secara 
mendalam, dan hal �n� dapat menjad� 
bahan pert�mbangan oleh hak�m dalam 
menjatuhkan p�dana d�ka�tkan dengan 
Pasal 44 KUHP.

D� Negara Jerman terdapat 
perbedaan yang mendasar antara s�stem 
hukum p�dana Indones�a dengan s�stem 
hukum Negara la�n (dalam hal �n� 
Negara Jerman) dalam mel�hat kasus 
pelecehan seksual terhadap anak-anak 
serta s�stem hukum p�dana mel�hat 
pelaku t�ndak p�dana �n�. Sepert� yang 
telah d�ura�kan sebelumnya hukum 
p�dana mel�hat pelaku t�ndak p�dana 
pelecehan seksual terhadap anak 
sebaga� orang normal yang mem�l�k� 
akal serta nalar yang ba�k, serta dapat 
membedakan antara ba�k dan buruk 
maka dar� �tu hukum p�dana Indones�a 
men�la� pelaku pedof�l�a mem�l�k� 
kemampuan bertanggungjawab penuh 
dalam t�ndak p�dana pelecehan seksual 
terhadap anak yang d�lakukannya. 

Hukum p�dana Indones�a dalam 
Pasal 44 KUHP mengkual�f�kas�kan 
orang-orang yang t�dak dapat 
bertanggungjawab adalah orang-orang 
yang h�lang akal (orang g�la), orang 
�d�ot, serta orang yang meng�dap 
penyak�t ep�lepsy. Rumusan Pasal 
44 KUHP juga t�dak menyebutkan 
serta member�kan def�n�s� yang 
jelas mengena� apa yang d�maksud 
dengan cacat j�wanya dan cacat dalam 
pertumbuhannya karena suatu penyak�t. 
Ket�dakjelasan �n� menjad�kan 
aparat penegak hukum t�dak dapat 
member�kan sanks� yang tepat kepada 
pelaku t�ndak p�dana, karena pedoman 
yang mereka pergunakan t�dak 
member�kan penjelasan yang r�nc�. 

Perbedaan kemampuan 
bertanggungjawab seseorang akan 
berak�bat pada penjatuhan sanks� 
yang berbeda juga terhadap orang 
tersebut. Oleh karena hukum p�dana 
Indones�a mel�hat pelaku t�ndak p�dana 
pencabulan adalah selayaknya orang 
normal pada umumnya yang melakukan 
suatu perbuatan yang d�larang oleh 
Undang-undang, maka dar� �tu sebaga� 
reaks� dar� apa yang sudah �a lakukan, 
hukum p�dana hanya member�kan 
hukuman sesua� ketentuan perundang-
undangan yang berlaku ba�k �tu p�dana 
penjara ataupun d�tambah dengan 
p�dana denda. Akan tetap� ada hal 
mendasar yang d�lupakan oleh hukum 
p�dana Indones�a dalam mel�hat kasus 
pedof�l�a, orang yang meng�dap 
pedof�l�a terl�hat normal karena sak�t 
yang �a der�ta merupakan sak�t ps�k�s 
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d�mana �a mem�l�k� or�entas� seksual 
yang meny�mpang, ya�tu pada anak-
anak d� bawah umur. Orang dengan 
pedof�l t�dak saja serta-merta akan 
jera terleb�h lag� sembuh dan t�dak 
mengulang� lag� perbuatannya apab�la 
�a d� penjara selama sek�an tahun. Orang 
dengan gangguan kej�waan sepert� �n� 
harus d�lakukan perba�kan pada d�r�nya 
agar �a dapat sembuh dar� penyak�tnya 
dan mem�l�k� or�entas� seksual yang 
normal. Merupakan pandangan yang 
salah apab�la menganggap orang yang 
meng�dap pedof�l�a setelah d� penjara 
t�dak akan mengulang� perbuatannya 
lag�. Orang yang sak�t j�ka hanya d�ber� 
hukuman tetap� t�dak d�ber�kan obat 
untuk menyembuhkan penyak�tnya, 
maka sak�t yang �a der�ta t�dak akan 
pernah sembuh. 

Parad�gma sepert� �n� dalam 
s�stem hukum p�dana Indones�a 
harus segera d�ubah. Dapat k�ta l�hat 
sebaga� bahan perband�ngan d� dalam 
s�stem hukum Jerman mel�hat pelaku 
kasus pedof�l�a, para pelakunya 
d�masukkan ke rumah sak�t j�wa guna 
mendapatkan pengobatan, perawatan, 
dan rehab�l�tas�. Hal �n� d�lakukan 
karena pemer�ntah, dan aparat 
penegak hukum sadar bahwa orang 
dengan pedof�l�a merupakan orang 
dengan gangguan kej�waan yang harus 
d�perba�k� j�ka meng�ng�nkan kelak �a 
t�dak akan melakukan hal yang sama 
atau bahkan yang leb�h buruk lag�. 

Kesadaran Pemer�ntah Jerman 
dalam mel�hat pertanggungjawaban 
pelaku kasus pedof�l�a sudah d�tuangkan 

d� dalam German Criminal Code, 
d�mana pada Pasal 63 menyebutkan:

Article 63 of the Criminal Code 
provides that if someone commits 
an unlawful act without criminal 
responsibility pursuant to Article 
20, the court orders their placement 
without maximum duration in a 
psychiatric hospital if a comprehensive 
evaluation of the defendant and his act 
reveals that as a result of his condition 
he can be expected to commit serious 
unlawful acts and that he therefore 
dangerous to the general public.

(Terjemahan bebas penul�s)
Pasal 63 K�tab Undang-Undang 

Hukum P�dana menetapkan apab�la 
seseorang melakukan perbuatan 
melanggar hukum tanpa mem�l�k� 
kemampuan bertanggungjawab 
menurut Pasal 20, pengad�lan 
memer�ntahkan untuk menepatkan 
mereka tanpa tenggang waktu yang 
d�tentukan d� rumah sak�t j�wa, apab�la 
pen�la�an secara keseluruhan dar� 
terdakwa dan menyatakan perbuatannya 
�tu merupakan has�l dar� keadaannya �a 
dapat d�sangka melakukan perbuatan 
melanggar hukum yang ser�us dan 
bahwa karena �tu d�a d�n�la� berbahaya 
bag� masyarakat umum.

Hukum p�dana Jerman dalam 
Pasal 20 K�tab Undang-Undang Hukum 
P�dana Jerman juga member�kan 
kual�f�kas� keadaan orang yang t�dak 
dapat bertanggungjawab p�dana, yang 
salah satu d�antaranya orang yang 
meng�dap pedof�l�a.
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Pursuant to Article 20 of the 
German Criminal Code, a person who 
upon commission of a criminal offence 
is incapable of appreciating the 
wrongfulness of the act or of acting in 
accordance with such appreciation due 
to pathological emotional disorder, 
profound personality disorder, mental 
defect or any other serious emotional 
abnormality, acts without guilt.

(Terjemahan bebas penul�s)
Menurut Pasal 20 K�tab Undang-

Undang Hukum P�dana Jerman 
orang yang melakukan perbuatan 
p�dana (del�k) t�dak mampu untuk 
men�la� kesalahan dar� t�ndakan 
atau perbuatannya sesua� dengan 
pengetahuan tersebut karena gangguan 
emos�onal patolog�s, gangguan 
kepr�bad�an mendalam, cacat mental 
atau kela�nan emos�onal ser�us la�nnya, 
t�ndakan tersebut d�lakukan tanpa 
kesalahan.

Kons�stens� s�stem hukum 
p�dana Jerman dalam kasus pedof�l�a 
terl�hat mesk� kejahatan pedof�l�a 
telah terungkap pada tahun 1980an 
tetap� sampa� saat �n� para pelaku yang 
memang belum d�anggap sembuh 
t�dak d�bebaskan dar� rumah sak�t 
j�wa tempat mereka d�tahan. Proses 
hukum tetap berjalan tetap� d� s�s� la�n 
proses penyembuhan terdakwa juga 
tetap d�ber�kan. Sepert� yang telah 
d�paparkan sebelumnya pada kasus 
pedof�l�a hukum p�dana t�dak dapat 
berd�r� send�r� karena kasus pedof�l�a 
mel�batkan d�s�pl�n �lmu la�n ya�tu 
�lmu ps�kolog� dan �lmu kej�waan, 

maka dar� �tu sudah seharusnya 
dalam penyelesa�an kasus pedof�l�a 
mel�batkan para ahl� d� b�dang tersebut 
sepert� yang d�lakukan d� Jerman, akan 
tetap� d� Indones�a hal �tu sepert�nya 
d�lupakan oleh aparat penegak 
hukum.

3.2 Pemidanaan Terhadap Pelaku 
Pedofilia
Pem�danaan dapat d�art�kan 

sebaga� suatu reaks� atas suatu t�ndak 
p�dana. Pem�danaan berwujud suatu 
nestapa atau kesengsaraan yang 
sengaja d�ber�kan oleh Negara kepada 
pelaku t�ndak p�dana. Penjatuhan 
p�dana penjara bag� para terdakwa 
hanyalah member� rasa puas bag� 
p�hak korban ataupun masyarakat 
yang merasa d�rug�kan, t�dak ada 
upaya perba�kan d� dalam penjatuhan 
p�dana tersebut. Sepert� yang telah 
d�ura�kan sebelumnya, orang yang 
melakukan perbuatan cabul terhadap 
anak d�bawah umur merupakan orang 
dengan gangguan preferens� seksual 
d�mana orang tersebut mender�ta sak�t 
ps�k�s yang t�dak dapat d�sembuhkan 
dengan jalan penjatuhan p�dana penjara 
saja. Hal �n� yang belum d�sadar� dalam 
konsep hukum p�dana Indones�a. 

Konsep pem�danaan dalam 
hukum p�dana Indones�a terka�t 
dengan kasus pedof�l�a belum sampa� 
kepada tahap bahwa pem�danaan yang 
d�ber�kan harus dapat memperba�k� 
terp�dana agar pem�danaan yang 
d�ber�kan t�dak s�a-s�a. Sepert� 
d� dalam K�tab Undang-Undang 
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Hukum P�dana Jerman, d� sana 
sudah d�tuangkan konsep mengena� 
correction (perba�kan) dan prevention 
measures (upaya pencegahan), 
seh�ngga pem�danaan yang d�ber�kan 
kepada pelaku pedof�l�a adalah 
rehab�l�tas� d� rumah sak�t j�wa mesk� 
pada awalnya atau pada akh�rnya 
pelaku juga d�jatuh� p�dana penjara 
untuk men�mbulkan efek jera. Tetap� 
hal yang terpent�ng yang patut k�ta 
l�hat d� s�n� �alah kesadaran akan 
orang dengan pedof�l�a �n� memang 
t�dak dapat hanya d�hukum d� dalam 
penjara saja. Orang dengan penyak�t 
kej�waan sepert� �n� memang harus 
mendapatkan pengobatan, perawatan, 
serta rehab�l�tas� untuk menyembuhkan 
sak�t ps�k�s yang �a der�ta. Bahkan d� 
Jerman t�dak d�tentukan batas waktu 
maks�mum seseorang yang mengalam� 
gangguan kej�waan untuk berada d� 
rumah sak�t j�wa. D� s�n� terl�hat jelas 
kons�stens� hukum p�dana Jerman 
dalam memperba�k� terp�dana agar 
t�dak melakukan kesalahan yang sama 
d� kemud�an har�, dengan dem�k�an 
maka pem�danaan yang d�jatuhkan 
mem�l�k� manfaat t�dak hanya bag� 
pelaku, tetap� juga pada masyarakat 
umum. 

Jen�s t�pe pem�danaan absolute 
yang d�jatuhkan pada terdakwa 
dalam kasus pedof�l�a kurang tepat, 
karena pelaku dengan pedof�l�a t�dak 
memerlukan pembalasan, karena 
t�dak ada yang dapat menjam�n bahwa 
seorang pedof�l�a setelah menjalan� 
hukuman penjara dan kemud�an bebas 

t�dak akan melakukan perbuatan yang 
sama lag�, atau bahkan perbuatan yang 
leb�h buruk dar� yang sebelumnya. 
Oleh karena �tu pelaku dengan 
pedof�l�a memerlukan pengobatan, 
serta perawatan untuk memperba�k� 
d�r�nya dan mengembal�kan or�entas� 
seksualnya selayaknya orang normal 
la�nnya. Seharusnya penjatuhan 
p�dana harus memperhat�kan s�fat-
s�fat atau keadaan-keadaan  pelaku 
seh�ngga pem�danaan �tu menjad� tepat 
dan member�kan manfaat bag� pelaku 
(Ind�v�dual�sas� P�dana).

IV. KESIMPULAN
1. Bahwa hukum p�dana Indones�a 

mengkual�f�kas�kan orang yang 
meng�dap pedof�l�a sebaga� 
orang yang mem�l�k� kemampuan 
bertanggungjawab atas t�ndak 
p�dana yang d�lakukannya. Tanpa 
memperhat�kan keberadaan 
pasal 44 KUHP sebaga� 
pedoman d� dalam mel�hat 
kemampuan bertanggungjawab 
seseorang berka�tan dengan 
penyak�t kej�waan pada orang 
yang meng�dap pedof�l�a. Hal 
�n� berbeda dengan Negara la�n 
(dalam hal �n� adalah Negara 
Jerman).

2. Bahwa pem�danaan yang 
d�jatuhkan pada orang yang 
meng�dap pedof�l�a d� Indones�a 
mas�h kurang tepat. Penjatuhan 
p�dana kepada seseorang 
haruslah mel�hat s�fat-s�fat dan 
keadaan-keadaan pelaku, karena 
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kejahatan merupakan kenyataan 
sos�al dan sebaga� perbuatan 
manus�a seh�ngga t�dak cukup 
selesa� dengan merumuskan 
perbuatan tersebut serta member� 
sanks� sesua� dengan Undang-
undang yang berlaku, mas�h 
d�perlukan adanya pemahaman 
terhadap kejahatan tersebut serta 
upaya penanggulangannya.
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